PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NG3
REPUBLI K | NDONESI A
NOMCR 7 TAHUN 1960
TENTANG
KEG ATAN- KEG ATAN POLI TI K SELAVA DALAM KEADAAN BAHAYA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
SELAKU PENGUASA PERANG TERTI NG3

Meni nbang :

1. bahwa untuk kepentingan ketertiban dan keamanan unmum perlu
nmengadakan ket ent uan-ketentuan nengenai senentara Kkegiatan-
kegiatan politik sel ana dal am keadaan bahaya;

2. bahwa dalam hubungan itu, perlu pula adanya pengamanan
ter hadap pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7 tahun 1959
(Lenbar an- Negara 1959 No. 149 - Tanbahan Lenbaran- Negara No.
1916) tentang syarat-syarat dan penyederhanaan kepartai an
serta pel aksanaannya dal am Peraturan Presiden No. 13 tahun
1960 (Lenbaran-Negara 1960 No. 79 - Tanbahan Lenbaran- Negara
No. 2016) tentang pengakuan, pengawasan dan penbubaran partai -
partai;

Mengi ngat :

1. Keput usan Presiden Republik Indonesia No. 315 tahun 1959 dan
No. 3 tahun 1960,

2. Pasal 10, 18 berhubungan dengan pasal 23, 36, 48 dan 58
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959
(Lenbar an- Negara tahun 1959 No. 139 - Tanmbahan Lenbar an- Negar a
No. 1908) tentang Keadaan Bahaya; Mengingat pula : Keputusan
Presiden No. 200 dan 201 tahun 1960;

Merut uskan

Menet apkan : Peraturan tentang kegi atan-kegiatan politik selanma
dal am keadaan bahaya.

Pasal 1.

(1) Yang dinmaksudkan dengan Kkegi atan-kegiatan politik dalam
Peraturan ini, ialah Kkegiatan-kegiatan yang |angsung atau
ti dak | angsung dapat nenpengar uhi hal uan Negar a.

(2) Kegiatan-kegiatan politik yang dil akukan ol eh badan-badan yang
di bentuk oleh Penerintah, tidak termasuk dalam pengertian
kegiatan politik yang diatur ol eh Peraturan ini.

Pasal 2.

Bar angsi apa akan nengadakan rapat-rapat umum dan/ at au
tertutup, pertenuan-pertenuan unum dan/atau tertutup, atau arak-
arakan yang nengandung sifat kegiatan politik, di waj i bkan
nmel aporkan tentang segala sesuatu yang nengenai rencana rapat,
pertenmuan atau arak-arakan itu dan diwajibkan mnta ijin terlebih
dahul u sel anbat - | anbat nya tiga kali dua puluh enpat jam sebel umya
kepada Penguasa Keadaan Bahaya Daerah yang bersangkutan atau



pej abat yang ditunjuk ol ehnya untuk itu.
Pasal 3.

Dal am keadaan nenerlukan, setelah nenperoleh persetujuan
Penguasa Perang Tertinggi, Penguasa Perang Daerah berwenang unt uk
dengan suatu Peraturan nelarang setiap perbuatan yang aktip dal am
bentuk nyata secara |ahir yang dil akukan bai k di depan unmum naupun
secara tertutup, baik oleh perorangan, maupun secara Kkerja-sana
dari sejumah orang yang nenpunyai persamaan faham azas tujuan
politik atau azas tujuan kepentingan gol ongan yang | angsung atau
ti dak | angsung dapat nenpengaruhi hal uan Negar a.

Pasal 4.

Bar angsi apa nenol ak atau dengan sengaja nelal ai kan nenenuhi
kewaj i ban yang dimaksudkan dalam pasal 2 Peraturan ini, atau
bar angsi apa nel akukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan
Penguasa Perang Daerah sebagai mana yang di maksudkan dal am pasal 3
Peraturan ini, dihukum dengan hukuman sebagaimana yang tel ah
di t entukan dal am pasal 48 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
Undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 139) ialah
hukuman kurungan sel ana-1amanya satu tahun atau denda setinggi-
tingginya |ima pul uh ribu rupiah.

Pasal 5.

Tindak pidana yang tersebut dalam pasal 4 Peraturan ini,
sebagai mana yang telah ditentukan dalam pasal 58 Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No.23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara 1959 No. 139) adal ah termasuk pel anggar an.

Pasal 6.

Bar ang- barang yang di gunakan dalam tindak pidana yang di-
maksudkan dalam pasal 4 Peraturan ini dapat diranpas dan/atau
di nusnahkan.

Pasal 7.

Dengan tidak nengurangi ketentuan yang tersebut dal am pasal 4
Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula nenjal ankan
wewenang-wewenang Yyang lain yang diberikan oleh Peraturan
Penmerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran
Negara 1959 No. 139).

Pasal 8.

Peraturan ini berlaku untuk daerah-daerah yang berlangsung
dal am keadaan darurat sipil, keadaan darurat mliter dan keadaan
perang, kecuali ketentuan yang di maksudkan dal am pasal 3 Peraturan
ini yang hanya berl aku untuk daerah-daerah yang berlangsung dal am
keadaan per ang.

Pasal 9.

Peraturan ini nulai berlaku pada tanggal 1 Desenber 1960.



Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan ini dengan penenpatan dal am Lenbaran- Negara
Republ i kK | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Sept enber 1960.
Presi den/ Pangl i ma Tertinggi .

SUKARNO.

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Sept enber 1960
Angkat an Perang Republ ik

I ndonesi a sel aku Sekretaris Negar a,
Penguasa Perang Terti nggi .

TAVEZI L.

PENJELASAN
PERATURAN PENGUASA PERANG TERTI NGA
NO. 7 TAHUN 1960
t ent ang
KEQ ATAN- KEG ATAN PCLI TI K SELAVA DALAM
KEADAAN BAHAYA.

PENJELASAN UMUM

Unt uk kepentingan ketertiban dan keamanan unmum juga dal am
rangka pengamanan terhadap pel aksanaan Penetapan Presiden No. 7
tahun 1959 (Lenbaran Negara 1959 No. 149, Tanbahan Lenbar an- Negara
No. 1916) tentang syarat-syarat dan penyeder hanaan kepartai an serta
pel aksanaannya dal am Peraturan Presiden No. 13 tahun 1960 (Lenbaran
Negara 1960 No. 79, Tanbahan Lenbaran-Negara No. 2016) tentang
pengakuan, pengawasan dan penbubaran partai-partai, perlu di adakan
ket ent uan- ket ent uan nengenai senentara kegiatan-kegiatan politik
sel ama dal am keadaan bahaya.

PENJELASAN PASAL DEM PASAL
Pasal 1.

Dal am pengertian kegiatan politik disini, dengan sendirinya
tidak termasuk kegi at an-kegi at an dal am | apangan kebudayaan, sosi al,
keaganmaan, pendi di kan dan |ain-lain yang tidak menpunyai fahani azas
tuj uan yang dapat nenpengar uhi hal uan Negar a.

Akan tetapi tidak boleh dilupakan, bahwa kegiatan dil apangan
tersebut yang dipergunakan nenutupi hakekat kegiatan politik,
kiranya sudah dapat dianggap telah neninggal kan sifat kegiatan
di | apangan kebudayaan dan lain sebagainya itu dan sudah dapat



di anggap sebagai kegi atan politik.

Dem ki an pul a tidak termasuk dal am pengerti an kegi atan politik
menurut Peraturan ini, ialah kegiatan yang dil akukan ol eh badan-
badan yang dibentuk oleh Penerintah, msalnya Kkegiatan yang
di | akukan ol eh Dewan Perwakilan Rakyat, Front Nasional dan lain
sebagai nya.

Pasal 2.

Yang di maksudkan dengan "rapat-rapat unmum' kiranya tel ah cukup
di j el askan dal am nenori penjel asan pasal 18 Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No.
139).

Pasal 3.

Dal am keadaan nenerlukan, setelah nenperoleh persetujuan
Penguasa Perang Tertinggi, Penguasa Perang Daerah berwenang dengan
suatu Peraturan nelarang setiap bentuk perbuatan yang nerupakan
per setujuan kegi atan politik dan yang tidak hanya dil akukan dengan
cara seperti yang di naksudkan dal am pasal 2 Peraturan ini

Kiranya tidak perlu diterangkan |agi, bahwa wewenang nenur ut
pasal ini hanya diberikan kepada Penguasa Perang Daerah (setel ah
nmenperol eh persetujuan Penguasa Perang Tertinggi) dan tidak
di beri kan kepada Penguasa Darurat Mliter Daerah dan Penguasa
Darurat Sipil Daerabh.

Memang  kepada  Penguasa  Darur at Mliter Daerah  masih
di mungki nkan untuk diberi kekuasaan penuh atau kekuasaan ber syar at
oleh Presiden wuntuk mengatur hal-hal yang harus diatur oleh
per undang- undangan pusat, kecuali hal-hal yang harus di atur dengan
Undang- undang, dem ki anlah nenurut ketentuan yang diatur dalam
pasal 34 ayat (2) Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No.
23 tahun 1959 (Lenbaran- Negara 1959

Pasal 4 sanpai dengan pasal 6.

Ti dak nenper ol eh penj el asan.

Pasal 7.
Dengan tidak nengurangi ketentuan yang tersebut dal am pasal 4
Peraturan ini, Penguasa Keadaan Bahaya dapat pula nenjal ankan
wewenang-wewenang Yyang lain yang diberikan oleh Peraturan

Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara 1959 No. 139) tergantung pada tingkatan keadaan bahaya yang
sedang berl angsung di sesuatu daer ah.
Pasal 8 dan 9.
Ti dak nener| ukan penj el asan.
Ter masuk Lenbaran- Negara No. 108 tahun 1960.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
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